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Pncblernatika Nikah tidak Terdaftar dalam Hukum Nasional

Kritisi T'erhatiap Ke-bri.!akan Formulasi SanksiTindakan bagiA*ak t{aka! Dilihat dari
Perspektif A I iran/Mazhab Ut i f i t i s ( Kemanfaartan i

Pertanggungjawaban Negara Dalam Perspektif Hukurn Internasir:anal ?*r.nietnporer

Kaiian Yuridis Perlindungan Konsurnen cialam Transaksi Elektronrk (t,.'. t- o:" , iei s)
di In*oylesia

Tindakan Kekerasan dalam R.urnalr Thngga Sebagai Dasar pemicu Teqiadinva Perreraian

Pefaksanaan On!ine Disptge Resolution {ODR) Arbitrase Di Indoncsia fy'ier,unrt
iJi.:daryg-Undang No.30 Tahun I999 tentang Arbitrase dan A.lternati{'Penyelesaian

Sengketa

Keduduhan dan Fungsi Laporan Tahunan Kepala Daeral'i l-;aiam Penvelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Liebijakan Felayanan Perizinan Penanaman ModalTerpadu Satu Pintu di Propinsi
Surnatera Selatan

Ilernl'ahanuan Hukurn Indonesia:dariHukum Represif Menu.!u Flukum Responsif

Antinomi nuiiai Hukum diAbad Pertengahan dan Renaisance

Pergeseran Relasi Negara dan Media lvlassa dalam Kerangka Demokrasi

iarninan Perlindungan Konstitusional Hak Tiap Orang untuk Menrperoleh lnformasi
dan Berkornunikasi (dan pengaturannya clalam undang-undang No. l4 tahun 2008

tentang Keterbul<aan lnformasi Publik)

Perlindtlngan Huk-unl Terhadap Nasabalr Perryimpan Dana Pada l-embaga Perbankan

'}4nsan Calon FeTseorangan Dalam Fernilihan U.nrun Anggota Dewarr f]envakilan Rak,vat


